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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 

khususnya dalam Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) mengatur bahwa Calon Pegawai 

Negeri Sipil diwajibkan untuk menjalani masa percobaan yang dilaksanakan 

melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas 

moral, kejujuran, semangat dan  motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter 

kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat 

profesionalisme serta kompetensi bidang. Dalam pelaksanaannya, Calon Pegawai 

Negeri Sipil dibekali dengan pembelajaran  mengenai nilai-nilai dasar dan konsep 

wawasan kebangsaan, bela negara, berorientasi pelayananan, akuntabel, 

kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebagai pegangan dalam 

pelaksanaan fungsi dan perannya,  Aparatur Sipil Negara dibekali dengan konsep 

dan implementasi mengenai manajemen ASN, smart ASN, dan whole of 

government. 

Lebih lanjut sebagai sarana implementasi segala nilai-nilai dasar dan konsep 

yang sudah menjadi bekal para Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, setiap Calon 

Pegawai Negeri Sipil sebagai peserta pelatihan dituntut untuk mampu 

mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui 

proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran agenda Habituasi. 

Pembelajaran agenda Habituasi memfasilitasi peserta melakukan kegiatan 

pembelajaran aktualisasi mata-mata pelatihan yang sebelumnya telah dibekali 

kepada para peserta pelatihan tersebut. Pengalaman belajar pada agenda habituasi 

dirancang agar peserta dapat mengimplementasikan substansi mata pelatihan 

dalam proses aktualisasi di tempat kerja. Aktualisasi terdiri dari kegiatan-kegiatan 

seperti penyusunan laporan aktualisasi, pembimbingan pembelajaran aktualisasi, 

pelaksanaan seminar laporan aktualisasi, pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja, 

penyusunan laporan aktualisasi, penyiapan rencana presentasi laporan 

pelaksanaan aktualisasi, serta pelaksanaan seminar aktualisasi. 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, maka 

ditemukan beberapa isu yang menjadi permasalahan di satuan kerja pada Seksi 



10 
 

Survei dan Pemetaan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, antara lain : 

belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena 

tumpang tindih, belum optimalnya perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak 

valid karena anomali luas, dan belum optimalnya pengelolaan peta analog. 

Berdasarkan ketiga isu yang tersebut, telah diperoleh data dan fakta pendukung 

untuk proses lebih lanjut kedalam rancangan aktualiasasi, tulisan ini dibuat untuk 

dapat lebih lanjut menjabarkan isu-isu tersebut, memilih isu prioritas di antaranya, 

yang dalam tulisan ini mengangkat isu mengenai belum optimalnya perbaikan 

data bidang tanah terpetakan tidak valid karena tumpang tindih, serta 

memunculkan gagasan yang dapat menyelesaikan isu tersebut, yang dapat benar-

benar dilaksanakan pada masa aktualisasi penulis sebagai Calon Pegawai Negeri 

Sipil. 

B. Tujuan Organisasi 

Menurut Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang, diatur bahwa, “Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan negara.”  Dalam  melaksanakan tugasnya 

tersebut, dalam Pasal 5 Perpres nomor 24 tahun 2020 mengatur bahwa 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi-fungsi, yang 

salah satunya adalah terkait perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di 

bidang tata ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, 

pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban 

tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan.  Lebih lanjut 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pembangunan nasional, 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional telah 

menyusun Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional Tahun 2020-2024.  

Dalam Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2020 telah ditetapkan visi, misi, 

dan tujuan Kementerian untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden 
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yang tertuang dalam RPJMN.  Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarkat 

untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”  Untuk mencapai visi tersebut, 

berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional dijalankan melalui dua misi sebagai berikut: Pertama, menyelenggarakan 

penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan 

berkeadilan dan kedua, menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan 

ruang yang berstandar dunia.  

Misi pertama, yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan 

Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan, dilaksanakan untuk 

mencapai dua tujuan strategis, yaitu Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan 

Kesejahteraan Rakyat dan Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif 

dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan. Sedangkan misi kedua, yaitu 

Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar 

Dunia, dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis, yaitu Pelayanan Publik dan 

Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing. 

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pertanahan Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu GeoKKP, belum seluruh bidang 

tanah tervalidasi baik secara fisik maupun yuridis. Saat ini masih terdapat lebih 

dari 30% sertipikat yang perlu divalidasi dan dilengkapi informasi untuk tujuan 

multiguna. Prasyarat utama untuk mencapai tata kelola pertanahan yang unggul 

adalah tersedianya kadaster (data mengenai representasi bidang tanah atau ruang 

berikut informasi terkait penguasaan dan penggunaannya) dan infrastruktur 

informasi pertanahan. Tata kelola pertanahan yang baik mensyaratkan tersedianya 

informasi geospasial tematik pertanahan dan ruang multiguna, yang siap untuk 

mendukung fungsi administrasi pertanahan dan penataan ruang untuk mendukung 

tata kelola pertanahan yang baik dan tujuan pembangunan berkelanjutan.  

Oleh karena itu perbaikan validasi bidang tanah menjadi fokus utama 

rancangan aktualisasi penulis, serta pembuatan skema perbaikan data bidang tanah 

belum valid dengan memanfaatkan perangkat lunak ArcGIS Trial diharapkan 
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dapat berdampak pada percepatan tercapainya tata kelola pertanahan yang baik 

dan tujuan pembangunan berkelanjutan.   

C. Tugas dan Fungsi 

Penulis akan melaksanakan aktualisasi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 

dengan jabatan Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan di Seksi Survei dan 

Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Berdasarkan Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil 

Negara berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan 

tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan 

kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, 

serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menjalankan tugas 

tersebut, Pasal 11 UU nomor 5 tahun 2014, Pegawai ASN bertugas untuk 

melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan pelayanan 

publik yang profesional dan berkualitas dan mempererat persatuan dan kesatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Terkait dengan unit kerja penempatan penulis, yaitu di Seksi Survei dan 

Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya sebagaimana diatur dalam pasal 

25 Bab II Bagian ke Keempat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala 

Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, Seksi Survei dan 

Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan 

ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional dan pengukuran batas 

administrasi dan Kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survei dan pemetaan 

tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis 

dan surveyor berlisensi. 

Perbaikan bidang tanah belum valid diharapkan dapat menunjang salah satu 

tugas seksi survei dan pemetaan, yaitu melaksanakan pengukuran dan pemetaan 

bidang dan ruang, dengan validnya data bidang tanah yang ada akan 

meminimalisir permasalahan pengelolaan pertanahan dikemudian hari dari 

produk-produk kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang yang baru.  
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D. Struktur Ogranisasi 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan 

Kantor Pertanahan, dalam Pasal 19 diatur bahwa, “Kantor Pertanahan adalah 

instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala 

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional. Kantor Pertanahan mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di 

kabupaten/kota yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 20.
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Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
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E. Program dan Kegiatan Saat Ini 

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) REVISI-4 T.A. 2022, 

Seksi Survei dan Pemetaan Pertanahan Kota Palangka Raya pada Tahun 

Anggaran 2022 memiliki Program Kerja sebagai berikut : 

1. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang Kategori III Penyusunan Bahan Dan 

Pembuatan Peta Kerja dengan target 2000 bidang. 

2. Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha 

(Kantah) dengan target 500 bidang. 

3. Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah) 

dengan target 4500 bidang. 

4. PBT K4 PTSL ASN Kategori 3 Data Fisik (Pengukuran) dengan target 490 

bidang. 

Kegiatan perbaikan data bidang tanah terpetakan belum valid pada laporan 

aktualisasi ini adalah sebagai penunjang pelaksanaan keempat program kerja pada 

Seksi Survei dan Pemetaan Pertanahan Kota Palangka Raya, yaitu sebagai fungsi 

kontrol untuk menghindari resiko munculnya permasalahan pertanahan baru dari 

produk program kerja tersebut. 
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BAB II  

RANCANGAN AKTUALISASI 

A. Identifikasi Isu 

Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan 

kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas 

dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik, hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta 

dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang 

dibebankan kepadanya. ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan 

pelayanan publik yang professional dan berkualitas. Pelayanan publik merupakan 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warganegara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan, oleh karena itu ASN 

dituntut untuk professional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam menjalankan tugasnya ASN memiliki dua koridor pedoman, yaitu : 

hak dan kewajiban, serta kode etik dan kode perilaku yang dijelaskan dari salah 

satu poin dari masing-masing koridor. Kewajiban seorang ASN adalah 

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian, 

kode etik seorang ASN adalah memberikan informasi secara benar dan tidak 

menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan 

kedinasan. 

Berdasarkan poin penting menunjukkan integritas dan keteladanan, serta 

memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, menjadi dasar penulis 

dalam mengidentifikasi isu aktual permasalahan yang terjadi di Kantor Pertanahan 

Kota Palangka Raya, khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan yang 

selanjutnya dituangkan kedalam rancangan aktualisasi, diantaranya : 

1. Belum Optimalnya Perbaikan Data Bidang Tanah Terpetakan Tidak 

Valid Karena Tumpang Tindih 

Tumpang tindih atau overlap adalah bertampalan nya sebagian atau 

keseluruhan dua objek bidang tanah atau lebih yang disebabkan oleh 
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berbagai macam faktor yang selanjutnya perlu dilakukan perbaikan data. 

Data bidang tanah tidak valid karena tumpang tindih pada peta pendaftaran 

dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam penggunaan data oleh para 

pengguna data (user), kesalahpahaman tersebut apabila tidak segera 

diselesaikan akan terus mendorong terbentuknya stigma negatif bahwa 

posisi bidang tanah terdaftar yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka 

Raya dapat berpindah-pindah, sehingga BPN dianggap dapat menerbitkan 

sertipikat secara spontan tanpa melalui proses yang sesuai dengan 

prosedur.  

Tumpang tindih bidang tanah dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu : belum 

terpetakannya bidang tanah sertipikat lama yang terdaftar dalam kwalitas 

data 4, 5, dan 6, kesalahan posisi pemetaan bidang tanah, dan sengketa 

permasalahan bidang tanah. Jumlah volume data bidang tanah yang besar 

memerlukan suatu skema yang ringkas, menyeluruh, dan tepat guna, serta 

memanfaatkan perangkat lunak yang mendukung dalam pemrosesannya. 

Hal inilah yang mendorong perlunya dibuat sebuah skema identifikasi 

tumpang tindih antar bidang tanah yang kemudian hasilnya menjadi target 

perbaikan data bidang tanah terpetakan tidak valid karena tumpang tindih, 

juga sebagai wujud pelaksanaan kewajiban seorang ASN dalam 

melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 

kesadaran, dan tanggung jawab. Berikut ini disajikan data dan fakta terkait 

bidang tanah belum valid di Kelurahan Langkai: 

 

Gambar 2. 1 Data dan Fakta Bidang Tanah Belum Valid di Kelurahan Langkai.  



18 
 

2. Belum Optimalnya Perbaikan Data Bidang Tanah Terpetakan Tidak 

Valid Karena Anomali Luas 

Anomali adalah istilah umum yang merujuk kepada keadaan 

penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak 

seperti biasanya, dalam hal ini yang dimaksud dengan anomali adalah 

perbedaan antara nilai luas tertulis bidang tanah pada surat ukur dengan 

nilai luas terpetakan bidang tanah pada peta pendaftaran, yang seharusnya 

apabila tidak terdapat anomali kedua nilai tersebut sama. Data bidang tanah 

tidak valid karena anomali luas pada peta pendaftaran dapat menimbulkan 

kesalahpahaman dalam penggunaan data oleh para pengguna data (user), 

kesalahpahaman yang dimaksud adalah munculnya stigma bahwa ukuran 

bidang tanah terdaftar yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya 

dapat berubah-ubah, sehingga data yang ada di BPN dianggap tidak valid, 

hal ini juga menghambat ketika proses pengecekan sertipikat untuk 

keperluan roya, balik nama, dan lain-lain.  

Anomali luas disebabkan oleh kesalahan pemetaan bidang tanah pada peta 

pendaftaran. Jumlah volume data bidang tanah yang  besar memerlukan 

suatu skema yang ringkas, menyeluruh, dan tepat guna, serta perangkat 

lunak yang mendukung dalam pemrosesannya. Hal inilah yang mendorong 

perlunya dibuat sebuah skema identifikasi bidang tanah dengan anomali 

luas yang kemudian hasilnya menjadi target perbaikan data, juga sebagai 

wujud pelaksanaan kewajiban seorang ASN dalam melaksanakan tugas 

kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung 

jawab. Berikut ini disajikan data dan fakta terkait bidang tanah belum valid 

di Kelurahan Langkai: 
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Gambar 2. 2 Data dan Fakta Bidang Tanah Belum Valid di Kelurahan Langkai. 

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Peta Analog 

Sebelum dikembangkannya peta pendaftaran berbasis online pada aplikasi 

KKP Web, data bidang tanah disajikan dalam bentuk analog berupa peta 

dengan skala, peta tersebut digunakan sebagai dasar petugas pemetaan 

dalam melakukan pengecekkan tumpang tindih sebelum dilakukan 

pemetaan bidang tanah, hal ini merupakan salah satu wujud kehati-hatian 

dalam bekerja. Dengan tidak terkelolanya peta analog dengan baik, akan 

mengurangi kehati-hatian dalam bekerja dan meningkatkan resiko tumpang 

tindih bidang tanah. Untuk memudahkan penggunaannya, peta analog 

perlu dilakukan pengelolaan yang terdiri dari kegiatan penyimpanan, 

pendataan, dan pemanfaatan, kehati-hatian dalam bekerja merupakan 

wujud sikap ASN dalam menunjukkan integritas dan keteladanan dalam 

sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam 

maupun di luar kedinasan dalam bertugas. 

Berdasarkan fungsinya, peta analog dibedakan menjadi berbagai jenis peta, 

yaitu : Peta Dasar, Peta Pendaftaran, Peta Situasi, Peta Situasi Kasar, dan 

Peta Batas Administrasi, berikut ini disajikan data dan fakta terkait belum 

optimalnya pengelolaan peta analog di Kantor Pertanahan Kota Palangka 

Raya. 
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Gambar 2. 3 Lemari Penyimpanan Peta Analog. 

B. Pemilihan Isu 

Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan di atas, maka 

selanjutnya penulis melakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut 

secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual 

dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Dari ketiga isu sebagaimana yang 

telah penulis sampaikan pada sub-bab sebelumnya, akan dipilih salah satu isu 

untuk dijadikan sebagai core issue yang akan diangkat untuk rancangan 

aktualisasi. Core issue yang dipilih diharapkan merupakan isu yang berkualitas 

dan bersifat aktual untuk diangkat, pemilihan isu akan dilakukan menggunakan 

alat bantu penetapan kriteria kualitas isu, yang dalam hal ini menggunakan salah 

satu teknik tapisan isu, yaitu USG (Urgency, Seriousness, Growth). Pada teknik 

tapisan isu USG, setiap isu diberikan rentang penilaian dengan skala (1- 5) pada 

masing-masing kriteria. 

1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dikaitkan 

dengan waktu yang tersedia serta seberapa keras tekanan waktu tersebut 

untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi.  

2. Seriousness : seberapas serius isu tersebut perlu dibahas dikaitkan 

dengan akibat yang timbul jika isu tersebut tidak dipecahkan.  

3. Growth : seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang 

jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.  
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Tabel 2. 1 Skala dan Keterangan Penilaian Teknik Tapisan Isu USG. 

Nilai Urgency (U) Seriousness (S) Growth (G) 

5 Sangat Urgent Sangat serius Harus ditangani segera 

4 Urgent Serius Toleransi waktu singkat 

3 Cukup Urgent Cukup serius Toleransi waktu cukup lama 

2 Kurang Urgent Kurang serius Toleransi waktu lama 

1 Tidak Urgent Tidak serius Toleransi waktu sangat lama 

Dengan mendasarkan pada alasan-alasan tertentu yang dapat ditemukan di 

unit kerja dari beberapa pendapat penilai pada masing-masing kriteria untuk 

penapisan isunya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2. 2 Penilaian Penapisan Isu USG. 

No. Isu Penilai 
Nilai 

Total Tingkat 
U S G 

1 

Belum Optimalnya 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Terpetakan 

Tidak Valid Karena 

Tumpang Tindih 

Mentor 5 

4.667 

3 

3.667 

5 

3.667 12 I 

Rekan 

Kerja 

Senior 

5 4 2 

Penulis 4 4 4 

2 

Belum Optimalnya 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Terpetakan 

Tidak Valid Karena 

Anomali Luas 

Mentor 3 

3.667 

5 

4 

5 

4 11.667 II 

Rekan 

Kerja 

Senior 

4 4 4 

Penulis 4 3 3 

3 

Belum Optimalnya 

Pengelolaan Peta 

Analog 

Mentor 5 

4 

3 

2.667 

4 

4 10.667 III 

Rekan 

Kerja 

Senior 

4 3 5 

Penulis 3 2 3 

Berdasarkan penapisan isu dengan menggunakan metode USG, maka terpilih 

isu utama untuk diangkat dalam aktualisasi, yaitu “Belum Optimalnya Perbaikan 

Data Bidang Tanah Terpetakan Tidak Valid Karena Tumpang Tindih”. Beberapa 

alasan yang mendasari terpilihnya isu tersebut terkait dengan kriteria penilaian 

metode USG antara lain : 

1. Urgency, isu tersebut mendesak untuk dibahas karena apabila dilihat dari 

capaian persen luas persil valid di Kelurahan Langkai yaitu 47,89 % dari 

100 %.  

2. Seriousness, isu tersebut memiliki akibat yang serius apabila tidak 

ditangani, yaitu dapat menyebabkan kesalahpahaman bagi para pengguna 
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data (user), serta bidang tanah tidak valid juga sedikit banyak menjadi 

sumber permasalahan pertanahan di Kelurahan Langkai. 

3. Growth, tumpang tindihnya bidang tanah pada peta pendaftaran berakibat 

pada terbentuknya isu yang beredar di masyarakat bahwa bidang tanah 

terdaftar pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya posisinya dapat 

berpindah-pindah, kesalahpahaman inilah yang menjadi pokok pemikiran 

penulis. 

Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya 

dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria USG 

dengan menggunakan alat bantu teknik berpikir kritis, menggunakan sistem 

berpikir mind mapping untuk menggambarkan akar dari isu atau permasalahan, 

aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan, yang 

disajikan sebagai berikut: 

Bidang Tanah 
Terpetakan Tidak Valid 
Karena Tumpang Tindih

PROSES

EKSTERNAL

MANUSIA

ALAT 
(TOOLS)

KURANGNYA 
OPERATOR 

PERANGKAT 
LUNAK ARCGIS

KURANGNYA 
KOMPUTER 

YANG 
MEMADAI

SEBAGIAN 
ARSIP SURAT 
UKUR BELUM 

TERTATA

KURANGNYA 
AKSES TERHADAP 

PERANGKAT 
LUNAK ARCGIS

KURANGNYA 
KESADARAN 

PEMEGANG HAK 
UNTUK MEMELIHARA 
TANAH DAN PATOK 

TANDA BATAS

KURANGNYA 
PENGGUNAAN 
PERANGKAT 

LUNAK ARCGIS

KURANGNYA 
KEHATI-HATIAN 

DALAM 
MEMETAKAN 

BIDANG TANAH

MISINFORMASI 
DATA

 
Gambar 2. 4 Sistem Berfikir Mind Mapping Isu Utama 

Dari hasil analisis menggunakan sistem berpikir mind mapping diketahui akar 

dari isu atau permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu 

yang akan diusulkan, yang disajikan sebagai berikut:  
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Tabel 2. 3 Alternatif Pemecahan Isu 

No Penyebab Solusi Keterangan 

1 Alat (Tools): 

Sistem yang belum 

memadai 

Memberikan informasi terkait 

penggunaan perangkat lunak untuk 

meningkatkan kemampuan kinerja 

perangkat yang ada sehingga dapat 

digunakan  

Agar tersedianya perangkat 

komputer yang dapat 

digunakan untuk 

mengoperasikan perangkat 

lunak ArcGIS Trial 

2 Manusia: 

Kurangnya SDM 

yang menguasai 

pengoperasian 

perangkat lunak 

ArcGIS Trial 

Melakukan koordinasi  dan 

komunikasi terkait pentingnya 

pelatihan penggunaan perangkat 

lunak ArcGIS Trial 

Agar tersedianya operator 

perangkat lunak ArcGIS Trial 

untuk membantu 

meningkatkan kinerja 

3 Proses: 

Kurangnya inovasi, 

koordinasi, dan 

kehati-hatian dalam 

bekerja 

Melakukan koordinasi dan 

komunikasi terkait pentingnya 

berhati-hati dalam memetakan 

bidang tanah, serta manfaat 

penggunaan perangkat lunak 

ArcGIS Trial untuk menunjang 

penyelesaian pekerjaan 

Agar dilakukannya 

penggunaan perangkat lunak 

ArcGIS Trial dalam 

memudahkan pelaksanaan 

pekerjaan dengan volume 

data yang besar 

4 Faktor eksternal: 

Kurangnya kesadaran 

pemegang hak untuk 

memelihara tanah dan 

patok tanda batas 

Melakukan edukasi dengan 

memanfaatkan media sosial, 

poster, himbauan dan lain-lain 

terkait pentingnya memelihara 

tanah dan patok tanda batas 

Agar terwujudnya upaya 

meminimalisir sengketa 

permasalahan pengelolaan 

pertanahan 

Diketahui bahwa akar permasalahannya adalah pada proses yaitu kurangnya 

inovasi, koordinasi, dan kehati-hatian dalam bekerja, sehingga perlu dilakukan 

koordinasi dan komunikasi terkait pentingnya berhati-hati dalam memetakan 

bidang tanah, serta manfaat penggunaan perangkat lunak ArcGIS Trial untuk 

menunjang penyelesaian pekerjaan agar memudahkan pelaksanaan pekerjaan 

dengan volume data yang besar. 

C. Penentuan Gagasan Pemecah Isu 

Berdasarkan  isu “Belum Optimalnya Perbaikan Data Bidang Tanah 

Terpetakan Tidak Valid Karena Tumpang Tindih”, maka perlu dilakukan kegiatan 

penyelesaian untuk mengatasi permasalahan yang terjadi antara lain: 

1. Melakukan identifikasi tumpang tindih bidang tanah pada Kelurahan 

Langkai secara keseluruhan dengan memanfaatkan fitur topologi 

menggunakan perangkat lunak ArcGIS Trial. 

2. Melakukan identifikasi tumpang tindih bidang tanah pada Kelurahan 

Langkai satu persatu kasus. 
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3. Menunggu laporan dari pengguna data (user) terkait tumpang tindih bidang 

tanah. 

Untuk menentukan gagasan isu, dipergunakan Teori Tapisan Mc Namara. 

Tapisan ini digunakan untuk melihat derajat kemungkinan implementasi dari 

setiap strategi yang dihasilkan. Indikator yang dipakai adalah tingkat efektifivitas, 

tingkat efisien dan tingkat kemudahan.  

1. Efektivitas : hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga 

dikatakan merupakan ukuran beberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan 

prosedur dari organisasi;  

2. Efisiensi : penggunaan sumber daya seperti biaya, waktu, dan usaha 

atau tenaga untuk mencapai tujuan dalam melakukan suatu kegiatan;  

3. Kemudahan : tingkat kemudahan dari gagasan yang telah dikemukakan 

Tabel 2. 4 Skala dan Keterangan Penilaian Alternatif Gagasan. 

Nilai Efektivitas Efisiensi Kemudahan 

5 Sangat efektif Sangat efisien Sangat mudah 

4 Efektif Efisien Mudah 

3 Cukup efektif Cukup efisien Cukup mudah 

2 Kurang efektif Kurang efisien Sulit 

1 Tidak efektif Tidak efisien Sangat sulit 
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Tabel 2. 5 Penilaian Alternatif Gagasan Penyelesaian Isu. 

No Identifikasi Isu Penilai Kriteria Total Tingkat 

Efektivitas Efisiensi Kemudahan 

1 Melakukan 

identifikasi tumpang 

tindih bidang tanah 

pada Kelurahan 

Langkai secara 

keseluruhan dengan 

memanfaatkan fitur 

topologi 

menggunakan 

perangkat lunak 

ArcGIS Trial 

Mentor 5 4 3 

37 I 

Rekan 

Kerja 

Senior 

5 4 2 

Penulis 5 5 4 

2 Melakukan 

identifikasi tumpang 

tindih bidang tanah 

pada Kelurahan 

Langkai satu persatu 

kasus 

Mentor 1 2 2 

17 II 

Rekan 

Kerja 

Senior 

2 2 2 

Penulis 2 2 2 

3 Menunggu laporan 

dari pengguna data 

(user) terkait 

tumpang tindih 

bidang tanah 

Mentor 1 1 1 

12 III 

Rekan 

Kerja 

Senior 

1 2 2 

Penulis 1 2 1 

Pada penyelesaian isu “Belum Optimalnya Perbaikan Data Bidang Tanah 

Terpetakan Tidak Valid Karena Tumpang Tindih”, maka uncul gagasan utama, 

yaitu Melakukan identifikasi tumpang tindih bidang tanah pada Kelurahan 

Langkai secara keseluruhan dengan memanfaatkan fitur topologi menggunakan 

perangkat lunak ArcGIS Trial. 

D. Rancangan Kegiatan Aktualisasi 

Agar rancangan aktualisasi ini dalam prosesnya dapat berjalan dengan baik 

dan menghasilkan output yang dapat dipertanggung jawabkan, diperlukan 

penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam materi pelatihan dasar CPNS, seperti 

Nilai BerAKHLAK, Manajemen ASN, Smart ASN,  dan Whole of Government. 

Kegiatan dalam proses aktualisasi, output dan keterkaitannya terhadap substansi 

mata pelatihan, visi-misi organisasi, dan penguatan nilai organisasi, lebih lanjut 

dituliskan dalam matriks aktualisasi dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 2. 6 Matrik Aktualisasi. 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / 

Hasil 

Keterkaitan Substansi 

Mata Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 

Visi/Misi Organisasi 

Penguatan Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1 Inventarisasi 

Data Bidang 

Tanah 

Terpetakan 

Pada 

Kelurahan 

Langkai. 

1) Berkoordinasi dengan atasan 

untuk mendapatkan arahan 

terkait kebutuhan data. 

Shapefile 

Bidang Tanah 

Kelurahan 

Langkai 

dengan atribut 

lengkap berisi 

informasi 

NIB, Nomor 

Hak, Nomor 

Surat Ukur, 

dan lain-lain. 

Saya akan mengawali 

kegiatan ini dengan 

berkoordinasi dengan atasan 

untuk mendapatkan arahan 

dan izin terkait kebutuhan 

data dengan sikap sopan dan 

penampilan rapi sebagai 

wujud aktualisasi dari nilai 

Kolaboratif dan Harmonis. 

Kemudian mengunduh 

dan menggunakan data 

bidang tanah terpetakan dan 

kualitas data 1,2, dan 3 pada 

Kelurahan Langkai secara 

menyeluruh, detail, akurat, 

dan bertanggung jawab 

sebagai wujud aktualisasi 

dari nilai Akuntabel dan 

Kompeten. 

Selanjutnya adalah 

menggabungkan dan 

mengekspor data dengan 

volume besar menggunakan 

perangkat lunak ArcGIS 

Trial untuk memudahkan 

Dengan melakukan 

inventarisasi data bidang 

tanah terpetakan pada 

Kelurahan Langkai 

diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas 

pengelolaan pertanahan dan 

mendukung pencapaian visi 

& misi Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional dalam 

penyelenggaraan penataan 

ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang produktif, 

berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

Inventarisasi data bidang 

tanah terpetakan pada 

Kelurahan Langkai 

bertujuan sebagai langkah 

awal untuk memahami 

permasalahan pengelolaan 

pertanahan di Kelurahan 

Langkai, yang selama ini 

data dianggap idak valid dan 

benar. Demikian akan dapat 

menguatkan nilai-nilai 

organisai Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional 

Profesional dan terpercaya. 

2) Melakukan pengunduhan 

data bidang tanah terpetakan 

pada peta pendaftaran di 

Kelurahan Langkai. 

3) Melakukan pengunduhan 

kualitas data 1, 2, dan 3 

bidang tanah di kelurahan 

Langkai. 

4) Melakukan penggabungan 

data bidang tanah dengan 

kualitas data dengan 

memanfaatkan fitur “Join 

and Relates” menggunakan 

NIB sebagai acuan 

penggabungan data atribut. 

5) Melakukan ekspor data 

shapefile dengan data atribut 

lengkap seperti nomor hak, 

surat ukur, NIB, dan nama 

pemilik.  
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pekerjaan sebagai wujud 

aktualisasi dari nilai 

Adaptif. 

2 Identifikasi 

Tumpang 

Tindih Bidang 

Tanah Pada 

Kelurahan 

Langkai. 

1) Mengidentifikasi tumpang 

tindih antar bidang tanah 

dengan menggunakan fitur 

topology, menggunakan 

aturan "must not overlap", 

fitur ini hanya bisa berjalan 

di dalam file feature dataset 

yang ada pada file 

geodatabase. Oleh karena itu 

tahap selanjutnya adalah 

melakukan pembuatan file 

geodatabase beserta feature 

dataset didalamnya. 

Shapefile 

dengan tipe 

fitur poligon 

yang berisi 

kesalahan 

(error) 

menandai 

tumpang 

tindih antar 

bidang tanah. 

Selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi 

tumpang tindih antar bidang 

tanah secara menyeluruh, 

detail, akurat, dan 

bertanggung jawab, serta 

memanfaatkan fitur topologi 

untuk memudahkan proses 

dan meminimalisir 

kesalahan sebagai wujud 

aktualisasi dari nilai 

Kompeten dan Adaptif. 

Melaksanakan setiap 

tahapan topologi secara terut 

dan inspeksi kesalahan 

(error) secara terperinci, dan 

memastikan setiap kesalahan 

(error) teridentifikasi, 

sebagai wujud dari nilai 

Akuntabel dan Kompeten. 

Dengan melakukan 

identifikasi tumpang tindih 

antar bidang tanah pada 

Kelurahan Langkai 

diharapkan dapat memberi 

gambaran detail terkait 

tingkat permasalahan 

pengelolaan pertanahan dan 

mendukung pencapaian visi 

& misi Kementerian Agraria 

dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional dalam 

penyelenggaraan penataan 

ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang produktif, 

berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

Identifikasi tumpang tindih 

antar bidang tanah pada 

Kelurahan Langkai 

bertujuan sebagai upaya 

memahami tingkat 

permasalahan pengelolaan 

pertanahan di Kelurahan 

Langkai, yang selama ini 

data dianggap idak valid dan 

benar. Demikian akan dapat 

menguatkan nilai-nilai 

organisai Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional 

Profesional dan terpercaya. 

2) Membuat file feature class 

dan topology didalam feature 

dataset yang sudah ada. 

Selanjutnya pada file feature 

class dilakukan impor data 

bidang tanah Kelurahan 

Langkai sebagai bahan 

identifikasi tumpang tindih, 

kemudian membuat file 

topology yang selanjutnya 

diberikan aturan identifikasi 

yaitu “must not overlap” dan 

dilakukan validate untuk 
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mendapatkan hasil 

identifikasi berupa error 

yang ditandai dengan garis 

berwarna merah. 

3) Melakukan inspeksi 

kesalahan (error) yang 

teridentifikasi baik jumlah 

dan bentuk , selanjutnya 

kesalahan (error) yang 

teridentifikasi dilakukan 

pembuatan fitur data baru 

yang kemudian di ekspor 

menjadi shapefile dalam 

bentuk poligon. 

3 Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang 

Tindih Pada 

Kelurahan 

Langkai. 

1) Melakukan impor data 

shapefile kesalahan (error) 

kedalam perangkat lunak 

AutoCAD Map 2012 Trial 

dengan format *.dwg. 

Data bidang 

tanah yang 

sudah 

dilakukan 

perbaikan dan 

siap dilakukan 

pemetaan 

ulang dengan 

format data 

*.dwg. 

Melakukan pekerjaan 

dengan mengkombinasikan 

kinerja dari dua perangkat 

lunak yaitu ArcGIS Trial 

dan AutoCAD Map 2012 

Trial untuk memudahkan 

pekerjaan sebagai wujud 

penerapan dari nilai 

aktualisasi Kolaboratif. 

Melakukan koordinasi 

dengan petugas arsip terkait 

peminjaman arsip surat ukur 

dan gambar ukur dengan 

bahasa yang sopan, 

penampilan yang rapi, dan 

Melalui Perbaikan Data 

Bidang Tanah Tumpang 

Tindih pada Kelurahan 

Langkai untuk mendukung 

pencapaian visi & misi 

Kementerian Agraria dan 

Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional dalam 

penyelenggaraan penataan 

ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang produktif, 

berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Tumpang Tindih 

pada Kelurahan Langkai 

adalah upaya memperbaiki 

data yang ada agar tidak 

terjadi kesalahpahaman 

dalam penggunaanya. 

Demikian akan dapat 

menguatkan nilai-nilai 

organisai Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang / 

Badan Pertanahan Nasional 

Profesional dan terpercaya. 

2) Mengidentifikasi penyebab 

tumpang tindih, kemudian 

membuka arsip surat ukur 

dan gambar ukur bidang-

bidang tanah yang 

teridentifikasi tumpang 

tindih. 

3) Melakukan penggambaran 

ulang bidang tanah untuk 

memperbaiki kesalahan 
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penggambaran, seperti rotasi, 

reposisi dan dimensi. 

mengembalikan arsip tepat 

waktu setelah selesai 

digunakan dengan lengkap 

dan rapi, sebagai wujud 

penerapan dari nilai 

Akuntabel dan Harmonis. 

Melakukan penggambaran 

dan pemetaan ulang bidang 

tanah secara lengkap, detail 

dan bertanggung jawab, 

dengan memastikan 

kesesuaian informasi dengan 

arsip Surat ukur, sebagai 

penerapan nilai Kompeten. 

Melakukan survei 

lapangan sebagai salah satu 

fungsi kontrol kualitas hasil 

perbaikan data, sebagai 

wujud penerapan nilai 

aktualisasi Kompeten. 

4) Memetakan ulang bidang 

tanah yang terindikasi salah 

pemetaan, seperti salah 

posisi, dimensi, dan 

orientasi. 

5) Melakukan survei lapangan 

sebagai kontrol kualitas 

perbaikan data bidang tanah 

tumpang tindih. 

4 Pelaporan 

Hasil 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang 

Tindih Pada 

Kelurahan 

Langkai. 

1) Melakukan overlay data 

shapefile hasil perbaikan 

data dengan data pendukung 

lainnya seperti data jaringan 

jalan dan batas administrasi. 

Laporan hasil 

perbaikan data 

dalam bentuk 

Layout peta 

Hasil 

Perbaikan 

Data Bidang 

Tanah 

Tumpang 

Membuat laporan Hasil 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Tumpang Tindih 

Pada Kelurahan Langkai 

dengan informasi lengkap 

sebagai wujud tanggung 

jawab atas pekerjaan yang 

telah diberikan, serta 

merupakan penerapan dari 

Melalui Pelaporan Hasil 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai untuk 

mengukur sejauh mana 

proses perbaikan telah 

dilakukan, serta untuk 

mendukung pencapaian visi 

& misi Kementerian Agraria 

Pelaporan Hasil Perbaikan 

Data Bidang Tanah 

Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai adalah 

langkah tanggung jawab 

dalam perbaikan data yang 

akan dapat menguatkan 

nilai-nilai organisai 

Kementerian Agraria dan 

2) Membuat layout peta Hasil 

Perbaikan Data Bidang 

Tanah Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai. 
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3) Mengiventarisir data NIB, 

Nomor Hak, dan Surat Ukur 

bidang tanah yang telah 

dilakukan perbaikan. 

Tindih Pada 

Kelurahan 

Langkai dan 

tabel. 

nilai Akuntabel. 

Membuat layout peta yang 

bersifat informatif sehingga 

penggunaanya tidak terbatas 

hanya pada kantor 

pertanahan saja sebagai 

wujud penerapan dari nilai 

Berorientasi Pelayanan. 

Akuntabel 

Membuat tabel berisi data 

lengkap bidang tanah yang 

telah dilakukan perbaikan  

sebagai bahan evaluasi 

untuk penerapan skema 

perbaikan data bidang tanah 

kedepannya, serta 

merupakan penerapan dari 

nilai Akuntabel 

dan Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional dalam 

penyelenggaraan penataan 

ruang dan pengelolaan 

pertanahan yang produktif, 

berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

Tata Ruang / Badan 

Pertanahan Nasional 

Profesional dan terpercaya. 
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E. Jadwal Kegiatan Aktualisasi 

Pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor 

Pertanahan Kota Palangka Raya selama masa Habituasi atau kegiatan aktualisasi 

(off-campus) yang berlangsung selama 30 hari sejak tanggal 01 Juli 2022 s/d 30 

Juli 2022, dengan matriks waktu pelaksanaan sebagaimana pada tabel berikut: 

Tabel 2. 7 Jadwal Perencanaan Kegiatan Aktualisasi. 

No Kegiatan Tahapan Kegiatan 
Juli 

1 2 3 4 

1 Inventarisasi Data 

Bidang Tanah 

Terpetakan Pada 

Kelurahan Langkai. 

1) Berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan 

arahan terkait kebutuhan data. 

    

2) Melakukan pengunduhan data bidang tanah 

terpetakan pada peta pendaftaran di Kelurahan 

Langkai. 

    

3) Melakukan pengunduhan kualitas data 1, 2, dan 3 

bidang tanah di kelurahan Langkai. 

    

4) Melakukan penggabungan data bidang tanah 

dengan kualitas data dengan memanfaatkan fitur 

“Join and Relates” menggunakan NIB sebagai 

acuan penggabungan data atribut. 

    

5) Melakukan ekspor data shapefile dengan data 

atribut lengkap seperti nomor hak, surat ukur, NIB, 

dan nama pemilik.  

    

2 Identifikasi 

Tumpang Tindih 

Bidang Tanah Pada 

Kelurahan Langkai. 

1) Mengidentifikasi tumpang tindih antar bidang 

tanah dengan menggunakan fitur topology, 

menggunakan aturan "must not overlap", fitur ini 

hanya bisa berjalan di dalam file feature dataset 

yang ada pada file geodatabase. Oleh karena itu 

tahap selanjutnya adalah melakukan pembuatan 

file geodatabase beserta feature dataset 

didalamnya. 

    

2) Membuat file feature class dan topology didalam 

feature dataset yang sudah ada. Selanjutnya pada 

file feature class dilakukan impor data bidang 

tanah Kelurahan Langkai sebagai bahan 

identifikasi tumpang tindih, kemudian membuat 

file topology yang selanjutnya diberikan aturan 

identifikasi yaitu “must not overlap” dan dilakukan 

validate untuk mendapatkan hasil identifikasi 

berupa error yang ditandai dengan garis berwarna 

merah. 

    

3) Melakukan inspeksi kesalahan (error) yang 

teridentifikasi baik jumlah dan bentuk , selanjutnya 

kesalahan (error) yang teridentifikasi dilakukan 

pembuatan fitur data baru yang kemudian di 

ekspor menjadi shapefile dalam bentuk poligon. 

    

3 Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang Tindih 

Pada Kelurahan 

Langkai. 

1) Melakukan impor data shapefile kesalahan (error) 

kedalam perangkat lunak AutoCAD Map 2012 

Trial dengan format *.dwg. 

    

2) Mengidentifikasi penyebab tumpang tindih, 

kemudian membuka arsip surat ukur dan gambar 

ukur bidang-bidang tanah yang teridentifikasi 

tumpang tindih. 
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3) Melakukan penggambaran ulang bidang tanah 

untuk memperbaiki kesalahan penggambaran, 

sperti rotasi, reposisi dan dimensi. 

    

4) Memetakan ulang bidang tanah yang terindikasi 

salah pemetaan, seperti salah posisi, dimensi, dan 

orientasi. 

    

5) Melakukan survei lapangan sebagai kontrol 

kualitas perbaikan data bidang tanah tumpang 

tindih. 

    

4 Pelaporan Hasil 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang Tindih 

Pada Kelurahan 

Langkai. 

1) Melakukan overlay data shapefile hasil perbaikan 

data dengan data pendukung lainnya seperti data 

jaringan jalan dan batas administrasi. 

    

2) Membuat layout peta Hasil Perbaikan Data Bidang 

Tanah Tumpang Tindih Pada Kelurahan Langkai. 

    

3) Mengiventarisir data NIB, Nomor Hak, dan Surat 

Ukur bidang tanah yang telah dilakukan perbaikan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. Role Model 

Selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi, penulis melihat dan 

mempelajari sistem dan cara kerja di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya yang 

dilakukan oleh pegawai-pegawainya, baik oleh Pegawai Negeri Sipil, Pegawai 

Pemerintah Non Pegawai Negeri, maupun Surveyor Kadaster Berlisensi. Penulis 

melihat profesionalitas dari masing-masing pegawai, namun penulis melihat sosok 

pegawai yang sangat patut dijadikan contoh atau diteladani (role model) yaitu 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, 

Bapak Heri Paskarianto, S.ST., M.A.P.. Hal-hal yang dapat diteladani dari beliau 

terkait dengan penerapan Nilai-Nilai Dasar PNS BerAKHLAK, serta kedudukan 

dan peran PNS dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya. Nilai Berorientasi 

Pelayanan terimplementasi dari sikap beliau dalam memberikan arahan kepada 

bawahan untuk terus melakukan perbaikan data spasial dan penyusunan arsip 

gambar ukur dan surat ukur. Implementasi nilai Akuntabel diwujudkan dengan 

memiliki rasa tanggung jawab yang besar, konsistensi, dan integritas dalam 

pelaksanaan pekerjaannya. serta memiliki kompetensi dan profesionalisme untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Loyal terwujud dari memahami peraturan 

perundang-undangan, khususnya terkait dengan bidang pekerjaannya.  Harmonis 

terwujud dari jiwa kepemimpinan beliau, dengan bersikap tegas, membiasakan 

kedisiplinan kepada para staf-nya tanpa membeda-bedakan, dan memberikan 

arahan dengan baik dan bahasa yang sopan. Kompeten dengan tidak hanya 

mengutamakan ketercapaian target dari segi jumlah/kuantitas, namun juga 

memprioritaskan mutu hasil kerjanya, beliau juga mengupayakan pelaksanaan 

pekerjaan tanpa adanya penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur dan 

mekanisme yang keluar alur. Adaptif dan Kolaboratif diwujudkan dengan 

dukungan penuh dari beliau terhadap upaya membuat skema identifikasi tumpang 

tindih bidang tanah dengan memanfaatkan perangkat lunak ArcGIS Trial demi 

percepatan untuk perbaikan data bidang tanah tumpang tindih.  
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B. Realisasi Aktualisasi 

1. Realisasi Kegiatan 

Kegiatan yang telah direncanakan pada rancangan aktualisasi ini telah 

berhasil direalisasikan sesuai rancangan tanpa ada perubahan atau 

tambahan kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada aktualisasi 

ini, yaitu : Inventarisasi Data Bidang Tanah Terpetakan Pada Kelurahan 

Langkai, Identifikasi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kelurahan 

Langkai, Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada Kelurahan 

Langkai, dan Pelaporan Hasil Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang 

Tindih Pada Kelurahan Langkai. Penjabaran kegiatan aktualisasi akan 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Inventarisasi Data Bidang Tanah Terpetakan Pada Kelurahan 

Langkai. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 01 Juli – 08 Juli 2022, diawali 

dengan berkoordinasi dengan atasan untuk mendapatkan arahan 

terkait kebutuhan data aktualisasi yaitu data bidang tanah terdaftar 

dan kualitas data 1, 2, dan 3 bidang tanah di kelurahan Langkai. 

Selanjutnya adalah melakukan penggabungan data bidang tanah 

dengan kualitas data dengan memanfaatkan fitur “Join and Relates” 

menggunakan NIB sebagai acuan penggabungan data atribut yang 

kemudian dilakukan ekspor data shapefile dengan data atribut 

lengkap seperti nomor hak, surat ukur, NIB, dan nama pemilik, 

berikut hasil yang diperoleh dari kegiatan ini: 

 
Gambar 3. 1 Field Atribut Lengkap Data Shapefile Hasil Join. 
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2. Identifikasi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kelurahan Langkai. 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 11 Juli – 15 Juli 2022, 

dimulai dengan mengidentifikasi tumpang tindih antar bidang tanah 

dengan menggunakan fitur topology, menggunakan aturan "must not 

overlap", fitur ini hanya bisa berjalan di dalam file feature dataset 

yang ada pada file geodatabase, oleh karena itu tahap selanjutnya 

adalah melakukan pembuatan file geodatabase beserta feature dataset 

didalamnya. Kemudian Membuat file feature class dan topology 

didalam feature dataset yang sudah ada. Selanjutnya pada file feature 

class dilakukan impor data bidang tanah Kelurahan Langkai sebagai 

bahan identifikasi tumpang tindih, kemudian membuat file topology 

yang selanjutnya diberikan aturan identifikasi yaitu “must not 

overlap” dan dilakukan validate untuk mendapatkan hasil identifikasi 

berupa error yang ditandai dengan garis berwarna merah. 

 

 

 

 

 
Gambar 3. 2 Hasil Identifikasi Error Pada Data Persil Langkai. 
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Setelah teridentifikasi dilakukan inspeksi kesalahan (error) yang 

teridentifikasi baik jumlah dan bentuk, diketahui terdapat 1005 

jumlah kesalahan yang teridentifikasi. Selanjutnya kesalahan (error) 

tersebut dilakukan pembuatan fitur data baru yang kemudian di 

ekspor menjadi shapefile dalam bentuk poligon. 

 
Gambar 3. 3 Hasil Inspeksi Error Dari Data Persil Langkai. 

3. Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada Kelurahan 

Langkai 

Kegiatan ini dilaksanakan pada  tanggal 18 Juli – 23 Juli 2022, 

dimulai dengan melakukan impor data shapefile kesalahan (error) 

kedalam perangkat lunak AutoCAD Map 2012 Trial dengan format 

*.dwg, kemudian mengidentifikasi penyebab tumpang tindih dengan 

membuka arsip surat ukur dan gambar ukur bidang-bidang tanah yang 

teridentifikasi tumpang tindih. Setelah teridentifikasi dilakukan 

penggambaran ulang bidang tanah untuk memperbaiki kesalahan 

penggambaran, seperti rotasi, reposisi dan dimensi. 
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Gambar 3. 4 Proses Perbaikan Tumpang Tindih Data Bidang Tanah Yang Memerlukan 

Tindakan Perbaikan Rotasi Bidnag Tanah. 
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Serta selanjutnya memetakan ulang bidang tanah yang terindikasi 

salah pemetaan, seperti salah posisi, dimensi, dan orientasi, diikuti 

dengan survei lapangan sebagai kontrol kualitas perbaikan data 

bidang tanah tumpang tindih, berikut ini adalah beberapa hasil 

perbaikan yang dilakukan sebagai berikut: 

  

  

  

Gambar 3. 5 Proses Pemetaan Ulang Bidang Tanah Hasil Perbaikan Data. 

4. Pelaporan Hasil Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 25 Juli – 29 Juli 2022, dengan 

melakukan overlay data shapefile hasil perbaikan data dengan data 
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pendukung lainnya seperti data jaringan jalan dan batas administrasi, 

serta membuat layout peta hasil perbaikan data bidang tanah tumpang 

tindih pada Kelurahan Langkai kemudian mengiventarisir data NIB, 

Nomor Hak, dan Surat Ukur bidang tanah yang telah dilakukan 

perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan data, diketahui jumlah 

kesalahan (error) berkurang dari 1005 menjadi 616 kesalahan.  

 
Gambar 3. 6 Proses Layout Hasil Perbaikan Bidang Tanah Kelurahan Langkai.
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2. Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II 

Berikut adalah aktualisasi nilai-nilai agenda II pada kegiatan dan tahapan 

kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut: 

Tabel 3. 1 Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda II 

No 
Kegiatan/ 

Tahapan Kegiatan 

Keterkaitan Substansi Mata 

Pelatihan 

Kontribusi 

Terhadap 

Visi/Misi 

Organisasi 

Kontribusi 

Terhadap 

Penguatan 

Nilai 

Organisasi 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 Inventarisasi Data Bidang Tanah Terpetakan Pada Kelurahan Langkai. 

1.1 Berkoordinasi 

dengan atasan 

untuk mendapatkan 

arahan terkait 

kebutuhan data. 

Kolaboratif 

Berkoordinasi dengan atasan 

untuk mendapatkan arahan dan 

izin terkait kebutuhan data. 

Harmonis 

Bersikap sopan dan 

penampilan rapi. 

Dengan 

melakukan 

inventarisasi 

data bidang 

tanah terpetakan 

pada Kelurahan 

Langkai 

diharapkan 

dapat 

meningkatkan 

kualitas 

pengelolaan 

pertanahan dan 

mendukung 

pencapaian visi 

& misi 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional dalam 

penyelenggaraa

n penataan 

ruang dan 

pengelolaan 

pertanahan yang 

produktif, 

berkelanjutan, 

dan berkeadilan. 

Inventarisasi 

data bidang 

tanah terpetakan 

pada Kelurahan 

Langkai 

bertujuan 

sebagai langkah 

awal untuk 

memahami 

permasalahan 

pengelolaan 

pertanahan di 

Kelurahan 

Langkai, yang 

selama ini data 

dianggap idak 

valid dan benar. 

Demikian akan 

dapat 

menguatkan 

nilai-nilai 

organisai 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Profesional dan 

terpercaya. 

1.2 Melakukan 

pengunduhan data 

bidang tanah 

terpetakan pada 

peta pendaftaran di 

Kelurahan Langkai. 

Kompeten 

Mengunduh data bidang tanah 

terpetakan Kelurahan Langkai 

secara detail dan akurat. 

Akuntabel 

Menggunakan data bidang 

tanah terpetakan Kelurahan 

Langkai secara bertanggung 

jawab. 

Kompeten  

Mengunduh data bidang tanah 

terpetakan Kelurahan Langkai 

secara menyeluruh.  

1.3 Melakukan 

pengunduhan 

kualitas data 1, 2, 

dan 3 bidang tanah 

di kelurahan 

Langkai. 

Kompeten 

Mengunduh kualitas data 1, 2, 

dan 3 Kelurahan Langkai 

secara detail dan akurat. 

Akuntabel 

Menggunakan kualitas data 1, 

2, dan 3 Kelurahan Langkai 

secara bertanggung jawab. 

Kompeten  

Mengunduh kualitas data 1, 2, 

dan 3 pada Kelurahan Langkai 

secara menyeluruh. 

1.4 Melakukan 

penggabungan data 

bidang tanah 

Adaptif 

Menggabungkan data dengan 

volume besar menggunakan 
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dengan kualitas 

data dengan 

memanfaatkan fitur 

“Join and Relates” 

menggunakan NIB 

sebagai acuan 

penggabungan data 

atribut. 

perangkat lunak ArcGIS Trial 

untuk memudahkan pekerjaan. 

1.5 Melakukan ekspor 

data shapefile 

dengan data atribut 

lengkap seperti 

nomor hak, surat 

ukur, NIB, dan 

nama pemilik.  

Adaptif  

Mengekspor data dengan 

volume besar menggunakan 

perangkat lunak ArcGIS Trial 

untuk memudahkan pekerjaan. 

2 Identifikasi Tumpang Tindih Bidang Tanah Pada Kelurahan Langkai. 

2.1 Mengidentifikasi 

tumpang tindih 

antar bidang tanah 

dengan 

menggunakan fitur 

topology, 

menggunakan 

aturan "must not 

overlap", fitur ini 

hanya bisa berjalan 

di dalam file feature 

dataset yang ada 

pada file 

geodatabase. Oleh 

karena itu tahap 

selanjutnya adalah 

melakukan 

pembuatan file 

geodatabase 

beserta feature 

dataset didalamnya. 

Kompeten  

Melakukan identifikasi 

tumpang tindih antar bidang 

tanah secara menyeluruh, 

detail, akurat, dan 

bertanggung jawab. 

Adaptif 

Memanfaatkan fitur topologi 

untuk memudahkan proses 

dan meminimalisir kesalahan. 

Dengan 

melakukan 

identifikasi 

tumpang tindih 

antar bidang 

tanah pada 

Kelurahan 

Langkai 

diharapkan dapat 

memberi 

gambaran detail 

terkait tingkat 

permasalahan 

pengelolaan 

pertanahan dan 

mendukung 

pencapaian visi & 

misi Kementerian 

Agraria dan Tata 

Ruang / Badan 

Pertanahan 

Nasional dalam 

penyelenggaraan 

penataan ruang 

dan pengelolaan 

pertanahan yang 

produktif, 

berkelanjutan, 

dan berkeadilan. 

Identifikasi 

tumpang tindih 

antar bidang 

tanah pada 

Kelurahan 

Langkai 

bertujuan 

sebagai upaya 

memahami 

tingkat 

permasalahan 

pengelolaan 

pertanahan di 

Kelurahan 

Langkai, yang 

selama ini data 

dianggap idak 

valid dan benar. 

Demikian akan 

dapat 

menguatkan 

nilai-nilai 

organisai 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Profesional dan 

terpercaya. 

2.2 Membuat file 

feature class dan 

topology didalam 

feature dataset 

yang sudah ada. 

Selanjutnya pada 

file feature class 

dilakukan impor 

data bidang tanah 

Kelurahan Langkai 

sebagai bahan 

identifikasi 

Kompeten 

Melaksanakan inspeksi 

kesalahan (error) secara 

terperinci, dan memastikan 

setiap kesalahan (error) 

teridentifikasi. 

Akuntabel. 

Melaksanakan setiap tahapan 

topologi secara terurut. 
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tumpang tindih, 

kemudian membuat 

file topology yang 

selanjutnya 

diberikan aturan 

identifikasi yaitu 

“must not overlap” 

dan dilakukan 

validate untuk 

mendapatkan hasil 

identifikasi berupa 

error yang ditandai 

dengan garis 

berwarna merah. 

 Melakukan inspeksi 

kesalahan (error) 

yang teridentifikasi 

baik jumlah dan 

bentuk , selanjutnya 

kesalahan (error) 

yang teridentifikasi 

dilakukan 

pembuatan fitur 

data baru yang 

kemudian di ekspor 

menjadi shapefile 

dalam bentuk 

poligon. 

Kompeten 

Melaksanakan inspeksi 

kesalahan (error) secara 

terperinci, dan memastikan 

setiap kesalahan (error) 

teridentifikasi. 

Akuntabel. 

Melaksanakan setiap tahapan 

topologi secara terurut. 

3 Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada Kelurahan Langkai. 

3.1 Melakukan impor 

data shapefile 

kesalahan (error) 

kedalam perangkat 

lunak AutoCAD 

Map 2012 Trial 

dengan format 

*.dwg. 

Kolaboratif 

Melakukan pekerjaan dengan 

mengkombinasikan kinerja 

dari dua perangkat lunak yaitu 

ArcGIS Trial dan AutoCAD 

Map 2012 Trial untuk 

memudahkan pekerjaan. 

Melalui 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang Tindih 

pada Kelurahan 

Langkai untuk 

mendukung 

pencapaian visi 

& misi 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional dalam 

penyelenggaraa

n penataan 

ruang dan 

pengelolaan 

pertanahan yang 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang 

Tindih pada 

Kelurahan 

Langkai adalah 

upaya 

memperbaiki 

data yang ada 

agar tidak 

terjadi 

kesalahpahama

n dalam 

penggunaanya. 

Demikian akan 

dapat 

menguatkan 

nilai-nilai 

organisai 

Kementerian 

3.2 Mengidentifikasi 

penyebab tumpang 

tindih, kemudian 

membuka arsip 

surat ukur dan 

gambar ukur 

bidang-bidang 

tanah yang 

teridentifikasi 

tumpang tindih. 

Harmonis 

Melakukan koordinasi dengan 

petugas arsip terkait 

peminjaman arsip surat ukur 

dan gambar ukur dengan 

bahasa yang sopan, 

penampilan yang rapi. 

Akuntabel 

Mengembalikan arsip tepat 

waktu setelah selesai 

digunakan dengan lengkap dan 

rapi. 
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3.3 Melakukan 

penggambaran 

ulang bidang tanah 

untuk memperbaiki 

kesalahan 

penggambaran, 

seperti rotasi, 

reposisi dan 

dimensi. 

Kompeten 

Melakukan penggambaran 

ulang bidang tanah dengan 

meminimalisir kesalahan 

pemetaan pada peta 

pendaftaran. 

produktif, 

berkelanjutan, 

dan berkeadilan. 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Profesional dan 

terpercaya. 

3.4 Memetakan ulang 

bidang tanah yang 

terindikasi salah 

pemetaan, seperti 

salah posisi, 

dimensi, dan 

orientasi. 

Kompeten 

Melakukan pemetaan ulang 

bidang tanah dengan 

meminimalisir kesalahan 

pemetaan pada peta 

pendaftaran. 

3.5 Melakukan survei 

lapangan sebagai 

kontrol kualitas 

perbaikan data 

bidang tanah 

tumpang tindih. 

Kompeten  

Melakukan survei lapangan 

sebagai salah satu fungsi 

kontrol kualitas hasil perbaikan 

data. 

4 Pelaporan Hasil Perbaikan Data Bidang Tanah Tumpang Tindih Pada Kelurahan Langkai. 

4.1 Melakukan overlay 

data shapefile hasil 

perbaikan data 

dengan data 

pendukung lainnya 

seperti data 

jaringan jalan dan 

batas administrasi. 

Akuntabel 

Membuat laporan Hasil 

Perbaikan Data Bidang Tanah 

Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai sebagai 

wujud tanggung jawab atas 

pekerjaan yang telah 

diberikan. 

Melalui Pelaporan 

Hasil Perbaikan 

Data Bidang 

Tanah Tumpang 

Tindih Pada 

Kelurahan 

Langkai untuk 

mengukur sejauh 

mana proses 

perbaikan telah 

dilakukan, serta 

untuk mendukung 

pencapaian visi & 

misi Kementerian 

Agraria dan Tata 

Ruang / Badan 

Pertanahan 

Nasional dalam 

penyelenggaraan 

penataan ruang 

dan pengelolaan 

pertanahan yang 

produktif, 

berkelanjutan, dan 

berkeadilan. 

Pelaporan Hasil 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang 

Tindih Pada 

Kelurahan 

Langkai adalah 

langkah 

tanggung jawab 

dalam 

perbaikan data 

yang akan dapat 

menguatkan 

nilai-nilai 

organisai 

Kementerian 

Agraria dan 

Tata Ruang / 

Badan 

Pertanahan 

Nasional 

Profesional dan 

terpercaya. 

4.2 Membuat layout 

peta Hasil 

Perbaikan Data 

Bidang Tanah 

Tumpang Tindih 

Pada Kelurahan 

Langkai. 

Berorientasi Pelayanan 

Membuat layout peta yang 

bersifat informatif sehingga 

penggunaanya tidak terbatas 

hanya pada kantor pertanahan 

saja sebagai wujud penerapan 

dari nilai. 

4.3 Mengiventarisir 

data NIB, Nomor 

Hak, dan Surat 

Ukur bidang tanah 

yang telah 

dilakukan 

perbaikan. 

Akuntabel 

Membuat tabel berisi data 

lengkap bidang tanah yang 

telah dilakukan perbaikan  

sebagai bahan evaluasi untuk 

penerapan skema perbaikan 

data bidang tanah 

kedepannya, serta merupakan 

penerapan dari nilai. 
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3. Manfaat Aktualisasi 

Aktualisasi ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari dalam instansi 

maupun dari luar instansi. Beberapa manfaat dari aktualisasi ini antara 

lain: 

1. Meningkatkan jumlah bidang tanah valid di Kelurahan Langkai 

sebagai upaya meminimalisir terjadinya tumpang tindih kepemilikan 

yang sejalan  dengan visi Terwujudnya Penataan Ruang dan 

Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia 

dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: 

"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian 

Berlandaskan Gotong Royong". 

2. Memperbaiki kesalahan pemetaan dan penggambaran bidang tanah 

akibat batas bidang tanah tidak segaris, serta kesalahan posisi bidang 

tanah sebagai upaya meminimalisir kesalahpahaman dalam 

penggunaan data oleh para pengguna data (user) pada peta 

pendaftaran yang sejalan dengan misi Menyelenggarakan Penataan 

Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan 

dan Berkeadilan, menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan 

Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. 

Selain itu penulis meminta testimoni dari mentor terkait aktualisasi yang 

telah dilakukan di Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya, bahwa isu yang penulis angkat merupakan isu aktual yang 

ada pada satuan kerja, dan mentor berharap agar kegiatan yang penulis 

lakukan agar diterapkan untuk permasalahan yang sama di kelurahan 

lainnya, selengkapnya testimoni dibuat dalam bentuk video yang dapat 

diakses pada tautan sebagai berikut:  

https://youtu.be/mMSKTK_WXeM  

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Realisasi Aktualisasi 

Dalam pelaksanaan atau realisasi rancangan aktualisasi yang telah disusun 

sebelumnya, penulis menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat 

sebagai berikut:  
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1. Faktor Pendukung 

a. Dukungan dari Atasan dan Rekan Kerja, dalam pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi tidak lepas dari dukungan dan peran dari atasan dan rekan 

kerja baik berupa memberikan masukan, kritik dan saran yang 

bersifat membangun. Dengan adanya dukungan dari atasan dan rekan 

tersebut, memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis 

sehingga kegiatan aktualisasi dapat berjalan sebagaimana yang telah 

direncanakan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Tersedianya Fasilitas Pendukung, dalam pelaksanaan kegiatan 

aktualisasi selain dibutuhkan dukungan moral juga dibutuhkan 

fasilitas pendukung dalam menjalankan kegiatan. Adapun fasilitas 

yang digunakan dalam menjalankan kegiatan aktualisasi adalah 

pemanfaatan fasilitas yang telah tersedia di Kantor Pertanahan Kota 

Palangka Raya, seperti koneksi internet cepat dan stabil, arsip surat 

ukur scan, dan ruang kerja yang nyaman. 

2. Faktor Penghambat 

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat dalam 

pelaksanaan aktualisasi, yaitu terdapat beberapa arsip surat ukur yang 

belum di lakukan scan sehingga membutuhkan waktu lebih untuk 

melakukan identifikasi kesalahan. Solusi yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengambil arsip fisik sebagai acuan dalam melakukan perbaikan 

data bidang tanah, serta melakukan inventarisasi surat ukur yang belum 

dilakukan dijitalisasi untuk selanjutnya dilakukan proses scanning. 

D. Tindak Lanjut 

Dalam rangka tindak lanjut dari apa yang telah dihasilkan dari aktualisasi 

yang penulis lakukan, perlu dilakukan perencanaan lebih lanjut terhadap 

pelaksanaan, berikut penjelasan terkait perencanaan tersebut:   
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Tabel 3. 2 Tindak Lanjut Realisasi Aktualisasi 

No. Kegiatan/Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai 

Dasar PNS 

yang 

diaktualisasi 

Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 

1. Memanfaatkan skema identifikasi 

tumpang tindih dengan 

menggunakan perangkat lunak 

ArcGIS Trial untuk kegiatan bedah 

spasial pada kelurahan lainnya. 

Berorientasi 

Pelayanan 

1.1 Terus mengembangkan skema 

identifikasi tumpang tindih 

dengan memanfaatkan 

perangkat lunak untuk 

keperluan bedah spasial agar 

skema menjadi lebih akurat 

dan sederhana dalam 

prosesnya. 

1.2 Dalam pelaksanaan perbaikan 

data harus  selalu menerapkan 

nilai-nilai BerAKHLAK. 

1.3 Mengembangkan metode 

dalam penentuan solusi 

perbaikan data yang tepat 

untuk setiap kasus tumpang 

tindih yang teridentifikasi. 

1.4 Mengembangkan metode 

dalam menyajikan data hasil 

perbaikan agar diperoleh hasil 

yang lebih komunikatif dan 

tepat guna. 

a. Mengunduh data persil dan 

kualitas data bidang tanah 

terdaftar. 

Kompeten 

b. Mengunduh kualitas data 

bidang tanah terdaftar. 

Kompeten 

c. Mengidentifikasi tumpang 

tindih. 

Adaptif 

d. Membentuk tim bedah spasial 

untuk melakukan perbaikan 

terhadap kesalahan yang 

teridentifikasi. 

Kolaboratif 

e. Menindaklanjuti perbaikan data 

berbagai kesalahan yang 

teridentifikasi. 

Loyal 

f. Membuat laporan terperinci 

hasil perbaikan data bidang 

tanah berdasarkan tidak lanjut 

perbaikan data. 

Akuntabel 

g. Menyajikan informasi dalam 

bentuk layout peta hasil 

perbaikan yang bersifat umum 

dan mudah dipahami baik untuk 

keperluan internal maupun 

eksternal instansi. 

Harmonis 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Realisasi dari kegiatan aktualisasi yang berjudul “Optimalisasi Perbaikan 

Data Bidang Tanah Terpetakan Tidak Valid Karena Tumpang Tindih Pada 

Kelurahan Langkai-Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya” telah berhasil 

dilaksanakan sejumlah 352 bidang yang kemudian diklasifikasikan menjadi lima 

kelas berdasarkan solusi perbaikan data dan identifikasi kesalahannya, adapun 

kelas tersebut diuraikan sebagai berikut:  

1. Solusi Perbaikan 

1) Hapus Persil: Tindak lanjut terhadap tumpang tindih bidang tanah yang 

disebabkan oleh bidang induk asal pemecahan atau pemisahan yang 

masih aktif. 

2) Reposisi: Tindak lanjut terhadap tumpang tindih bidang tanah yang 

disebabkan oleh kesalahan posisi pemetaan bidang tanah. 

3) Rotasi: Tindak lanjut terhadap tumpang tindih bidang tanah yang 

disebabkan oleh kesalahan penggambaran batas bidang tanah tidak 

segaris. 

2. Identifikasi Kesalahan 

1) Peningkatan Hak: Tumpang tindih bidang tanah yang disebabkan oleh 

bidang asal sebelum proses peningkatan hak. 

2) Sengketa: Tumpang tindih bidang tanah yang disebabkan oleh satu 

atau lebih bidang pada posisi yang sama berdasarkan arsip. 

Kegiatan tersebut dilakukan dengan mengaitkan substansi materi pelatihan 

dan penguatan nilai-nilai dasar PNS BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, 

Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Selanjutnya 

menjadi dasar dan acuan perilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memberikan kontribusi bagi visi misi 

organisasi dan implementasi nilai-nilai dasar PNS ke depannya.  
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B. Rekomendasi 

Kegiatan aktualisasi yang penulis lakukan menghasilkan sebuah skema 

identifikasi bidang tanah tidak valid karena tumpang tindih yang bersifat fleksibel 

dan umum, sehingga skema ini dapat diterapkan pada wilayah kelurahan maupun 

kasus lainnya. Diharapkan agar skema ini dapat diaplikasikan untuk perbaikan 

data bidang tanah tidak valid di kelurahan lainnya di wilayah kerja Kantor 

Pertanahan Kota Palangka Raya ataupun di wilayah kerja Kantor Pertanahan 

lainnya.
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LAMPIRAN IV 

Laporan Minggu IV 
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LAMPIRAN V 

Peta Hasil Perbaikan Data Bidang Tanah Belum Valid Kelurahan Langkai  
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LAMPIRAN VI 

Peta Inspeksi Kesalahan Sebelum Perbaikan Data  
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LAMPIRAN VII 

Peta Inspeksi Kesalahan Sesudah Perbaikan Data   
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LAMPIRAN VIII 

Rencana Tindak Lanjut dan Surat Pernyataan  
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Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi  

Nilai-nilai Dasar, Kedudukan dan Peran PNS untuk  

mendukung terwujudnya Smart Governance 

No. Kegiatan/Tahapan Kegiatan Nilai-Nilai 

Dasar PNS 

yang 

diaktualisasi 

Teknik Aktualisasi 

1 2 3 4 

1. Memanfaatkan skema identifikasi tumpang 

tindih dengan menggunakan perangkat lunak 

ArcGIS Trial untuk kegiatan bedah spasial 

pada kelurahan lainnya. 

Berorientasi 

Pelayanan 

1.5 Terus mengembangkan 

skema identifikasi 

tumpang tindih dengan 

memanfaatkan 

perangkat lunak untuk 

keperluan bedah spasial 

agar skema menjadi 

lebih akurat dan 

sederhana dalam 

prosesnya. 

1.6 Dalam pelaksanaan 

perbaikan data harus  

selalu menerapkan 

nilai-nilai 

BerAKHLAK. 

1.7 Mengembangkan 

metode dalam 

penentuan solusi 

perbaikan data yang 

tepat untuk setiap kasus 

tumpang tindih yang 

teridentifikasi. 

1.8 Mengembangkan 

metode dalam 

menyajikan data hasil 

perbaikan agar 

diperoleh hasil yang 

lebih komunikatif dan 

tepat guna. 

h. Mengunduh data persil dan kualitas data 

bidang tanah terdaftar. 

Kompeten 

i. Mengunduh kualitas data bidang tanah 

terdaftar. 

Kompeten 

j. Mengidentifikasi tumpang tindih. Adaptif 

k. Membentuk tim bedah spasial untuk 

melakukan perbaikan terhadap kesalahan 

yang teridentifikasi. 

Kolaboratif 

l. Menindaklanjuti perbaikan data berbagai 

kesalahan yang teridentifikasi. 

Loyal 

m. Membuat laporan terperinci hasil 

perbaikan data bidang tanah 

berdasarkan tidak lanjut perbaikan data. 

Akuntabel 

n. Menyajikan informasi dalam bentuk 

layout peta hasil perbaikan yang bersifat 

umum dan mudah dipahami baik untuk 

keperluan internal maupun eksternal 

instansi. 

Harmonis 
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